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KATA PENGANTAR

Pada tahun 2020, beberapa kasus muncul sangat berhubungan dengan HAM yaitu menganai
Pandemi Covid-19. Persoalan mengenai Hak Kesehatan merupakan topik yang menjadi tema
sentral dalam perkuliahan Hukum dan Ham. Secara esensi, materi dan teori masih sama, yang
berubah terkait diskusi teori dan konsepnya dihubungkan dengan kasus yang marang pada
tahun itu.

Diktat ini disusun untuk kebutuhan mengajar materi hukum dan ham. Materi pengajaran
mengunakan system pengajaran EDCL (Explanation, Demonstration, Collaboration, and
Learning by Teaching). Explanation atau diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah penjelasan
merupakan proses dimana dosen menjelaskan mengenai teori dan konsep yang diajarkan
beserta contoh-contohnya. Selanjutnya setelah sesi “penjelasan”selesai maka ada sesi tanya
jawab dimana dosen bisa bertanya kemudian mahasiswa menjawabnya atau sebaliknya. Sesi
ini merupakan sesi Demonstration dimana mahasiswa menunjukan kecakapannya atas materi
yang diberikan melalui kemampuan menjawab dan/atau kekeritisannya bertanya. Pada sesi
tertentu, mahasiswa diminta untuk melakukan kerja kelompok untuk menilai keterampilan
mereka bekerja sama dengan pihak lain. Inilah yang disebut dengan sesi collaboration.
Terakhir setelah mahasiswa memiliki keterampilan berkolaborasi, maka mereka akan diminta
untuk memberikan materi singkat mengajar topik yang mereka kuasai sebagai bagian dari
metode learning by teaching, karena seindah-indah belajar adalah mengajarkannya kembali.

Pada sesi belajar kelompok, mahasiswa akan ditantang dengan kasus realita yang ada di
lapangan untuk dikaji lebih lanjut. Pada kasus tersebut, kkmampuan mereka menganalisa
merupakan kunci dari keberhasilan pembelajaran ini. Mata kualih ini memberikan
pemahaman mendasar kepada mahasiswa perihal hukum dan ham khusuusnya mengenai
teori, prinsip dan mekanisme ham yang ada di Internasional dan Nasional dengan
memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk menjelaskan dan menganalisa kasus
yang ada bagaimana penyelesaiannya mengunakan mekanisme yang tersedia.Hal ini untuk
menguatkan prespektif human security karena pendekatan keamanan insani adalah
pendekatan dengan mengedepankan isu hak asasi manusia.

Mata Kuliah Hukum dan Ham dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 7.
Sebanyak 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2x evaluasi pada pertemuan
ke 8 dan ke 16. Quiz dilaksanakan pada pertemuan ke 5 dan ke 11 bersamaan dengan
penyampaian materi. Dan 2x tugas terstruktur yang pengumpulannya pada saat pelaksanaan
UTS dan UAS.

Capaian Pembelajaran untuk mengukur Keluasan dan Kedalaman Bahan Kajian, dilakukan
dengan pembedaan kompetensi, berdasarkan Kompetensi Kognitif yang merupakan
penguasaan pengetahuan terdiri dari 9x pertemuan, Kompetensi Afektif terdiri dari 3x
pertemuan dan Kompetensi Psikomotorik sebanyak 2x pertemuan yang merupakan
kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah dikombinasikan dengan kegiatan



langsung atau studi lapangan dan/atau kasus yang ada selama 3-5x pertemuan sesuai dengan
ketentuan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Bekasi, 18 Juli 2020

Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Dan Ham
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Materi Pembelajaran

1. PENGANTAR

Human Rights and ... How?

* How to assure the guarantee of human rights?
- Constitutional Rights
- Citizen rights
- Fundamental Rights
- Derogable rights
- Non-derogable rights
Collective rights
Economic S Culture Rights
Civil and Political Rights
Child Rights
Women rights

Principle and Mechanism

« principle: Non-Discrimination, Accountability
and Participation (taken from the principle
associated with Democracy and Rule of Law)

* Mechanism: Law, Institution, ways to assure
(complaint mechanism/remedies)

Pertemuan 1
Indah Pangestu Amaritasari
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Memahami materi

HAM DALAM LEGAL KOMPREHENSIF

Reflection

* Think of your country how two concept (Law
and human rights) are connected and/or
contradict?

* What are the laws and regulations associated
with it?

* What are the solution? Or no solution?

Try and Learn

Activity Time

o

L

TEROPONG
KONSEP DAN DEFINISI

« HUKUM = Norma/aturan bentuk berbust > Apa beda dengan kaidah bentuk berbuat?
+ HAM = seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir sebagal bentuk dignitasnya
> seperti apa ini maksudnya?

asasi UU HAM, LU tentang hak
bekerja, U Sistem Pendidikan Nasional barisi hak pendidikan.

PERTANYAAN
Lantas apa bedanys hukum dan ham kalau di dslam hukum mengatur hak hak?

HAM dan ...

{ - Hak konstitusional
- Hak Warga negara
- Hak fundamental
- Hak derogatif (derogable rights)

a - Hak non-derogatif (non-derogable rights)

- Hak Absolut
- Hak Kolektif

cnamics m senuiz




2. Teorit HAM

Teori HAM

* Aliran yang mempengaruhi
* Macam Teorinya

Indah P. Amaritasari ' * Perkembangan Teori terbaru

g
.‘-'1’1- - et i

Aliran yang )
mempengaruhi Macam-Macam Teorinya

Mohon diperkaya dengan bacaan terlampir mengenai
* Aliran naturalisme > Lahir dari hukum kodrati --> perincian teori
teori hak kodrati
* Aliran Libertarian --> melahirkan teori hak
keadilan/Hak relativisme budaya
* Aliran utilitarian --> melahirkan teori hak positif >

ham lahir karena hukum positif (kesepakatan) Teori Hak

Positivisme

Hak relativisme
Budaya
ham Iahir karena
hukum positif
Wiratama dan ik berikt i ham tidak bisa (kesepakatan)
diamatal

manasia/

Teori George Jellinek -->teori status George
menjelaskan kewajiban negara terhadap
ham yaitu menghormati, memenuhi, dan
melindungi.

- Hak untuk tidak dicampuri > hak sipol contoh hak atas
integritas fisik, negara harus mengahargal untuk tidak
menyiksa.

- Hak untuk aksi positif ~> hak ekosob contoh hak
pendidikan, negara harus bangun sekolah (aktif)
Kewajiban memenuhi ham > ada UU-nya, ada
mekanismenya contoh UU Sistem Pendidikan Nasional.
- Campur tangan Horizontal —> hubungan antar warga
negara, contoh seorang ayah menyiksa anaknya sampal
pingsan, negara harus melindungl dengan pemenuhan
berupa UU Perlindungan anak.




3. Sejarah HAM

SEJARAH HUKUM
HAM

PERIODE SEJARAH

INDAH PAMARITASARI

SEBELUM DUHAM

* Sebelum adanya DUHAM
* Lahirnya DUHAM

* Setalah adanya DUHAM
* Perkembangan saat ini

LAHIRNYA DUHAM

+ Perang Duna |
- 188

+ Perjanjian Versailles

* Hakehak minimum pada negara mandat

+ Revolusi Perancis dan Amerika

+ Perdebatan atara perspekuf ham dan hukum

SEBELUM DUHAM

+ Perang Dunia |
- 188

+ Perjanjan Versailles

* Hak-hak minimum pada negara mandat

+ Revolusi Perancis dan Amerika

+ Perdebatan atara perspektif ham dan hukum

SETELAH DEKLARASI UNIVERSAL HAM (DUHAM)

+ Perang dunia Il
* Generasi HAM

1. Generasi HAM Perama-> Hak-Hak Sipil dan Politk

2 Generasi HAM kedua-> Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

perdamaian dif)

3. Generasi HAM ketiga - Hak-Hak Solidaritas (Hak untuk Pempangunan, Hak atas

* Latar belakang sejarah
* Perang Dunia Il
* Jerman kalah perang

LAHIRNYA DUHAM

* Latar belakang sejarsh
« Perang Dunia Il
+ Jerman kalah perang

THE LATEST DEVELOPMENT

+ The development of technology
+ The new development of threat
* The end of cold war




4. Perlindungan Ham dalam Hukum Internasional

L]

PERLINDUNGAN HAM
DALAM HUKUM
INTERNASIONAL

HAM Vs. Kedaulatan Negar:

« Piagam P88

Hak Asasi Manusia tersebut di dalom Piogam PBB pada pembukaan, pasal 1 (2) dan
(3). 13 (b): 55 (c). 68, 76 (c)

« Aspek yang diangkat adalah hak asasi manusia diperukan untuk “infemational
cooperation and friendly relation”

 Pasal 2 (7) Prinsip Nonvintervensi
+ Bab Vil Piagom P88 Ancaman terhadap perdamaion dunia

+ Intervensi Kemanusiaan Pasal 2(4), 24-26, 3334, 39 dan 40, dan 49-51.
+ Rwanda dan Yugosiavia

HAM Vs. Kedaulatan Negara

« Piagam P83

Asasi Manusia fersebut di dalam Piogam PBB pada pembukaan, pasal 1 (2) dan
3).13 (o): 55 (c). 68, 76 (c)

+ Aspek yang diangkat adalah hok asasi manusia diperiukan untuk “infemational
cooperation and friendly relation”

 Pasal 2 (7) Prinsip Norvintervensi

+ Bab VIl Piagom PBB Ancaman terhadap perdamaian dunia

- Intervensi Kemanusioan Pasal 2(4), 24-26, 3334, 39 dan 40, dan 49-51
- Rwanda dan Yugosiavia

Hukum Internasional Modern
(Hukum Ham Internasional)
« Incivic ssbagol subjek der hukun nfemasional
P —————
openingan oo
- Penogokkon ham dickukon melak bodan inemasiondl

Topik

* HAM Vs. Kedaulaton Negara

+ Hukum ham pada hukum infemasiona Kiask Prinsip Timbal Baiik
+ Hukum ham pada hukum infemasional modem

+ Pemantauan

Hukum ham pada hukum
internasional klasik Prinsip Timbal Balik
O T—

« Timbal balik - hak, kewajiban, dan kepentingan negara yang saling menguntungkan
+ Penegakkan dilakukan melalul aks-reaksi negara

Hukum ham pada hukum
internasional klasik Prinsip Timbal Balik

+ Negara sebagai subjek dari hukum infemasional

Timbal ballk ~ hok, kewajban, dan kepentingan negara yang saling menguntungkan
+ Penegakkan dilakukan melalul aksireaksi negara

Pemantauan

+ Peloporan Negara/shadow repot
+ Pengaduan Negara

+ Peloporan Individu

+ Prosedur inkuir/penyelidikan




5. Prinsip HAM dalam Hukum HAM Internasional

Prinsip HAM dalam
Hukum HAM Internasional

Prinsip Ham Subjek HAM

Sumber dan Sifat dasar HAM Pelanggaran HAM

Pertangungjawaban Negara

'dan ham (responsibility to protect)




6. Hukum Ham dan Perlindungan Kelompok Rentan

TOPIK

= DEFINISI DAN PENGOLONGAN KELOMPOK RENTAN
« INSTRUMEN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN
LM
« INSTRUMEN PERLINDUNGAN KHUSUS
« PERTANYAAN

L

HUKUM HAM DALAM
PERLINDUNGAN
‘ KELOMPOK RENTAN

‘ INDAH P. AMARITASARI

Instrumen seumumnya untuk

DEFINISI DAN PENGOLONGAN perlindungan ham

« Istioh ¥ biosanya " 7. Suatu kelompok + DeKlorasi Universal Hok Asasi Manusia
i kuat untuk 5 > -
(i : " - K Inferasional Hak Sipil dan Poifik
individu-individu dolam kelompok fersebut mungkin mengalami kesultan khusus dalom vonca Infosmostonal HOK S dan o
dan ferinformasi it * K I

c1) 2 anak; 3) pengungsi; 4

5) orang
masyarokat adat 8) pekeria migran; 9) penyandang disabiltas; 10) orang lanjut usia:;
« Tujvan dori hak g

fertentu yang. karena berbagal alasan, lemah dan renfan afau secara fradisonal

INSTRUMEN PERLINDUNGAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN
KELOMPOK RENTAN KELOMPOK RENTAN
[ KELOMPOKRENTAN__ | NSTRUMEN [ saberapa by danranya_| [KELOMPOKRENTAN___IINSTRUMEN _______| MATERI PERUNDUNGAN _|

PEREMPUAN Konvensi penghapusan  Gender sensiive CRPD - C: fion on the  Anak dan Perempuan,
segala bentuk diskriminasi Rights of Persons with Akses (Keadian).
terhadap perempuon jsi Oisabilties (Konvensi Hok Hdup

Penyandang Disobiitas)  Habilftation (habiitasi)
Bangkok Rufes Tidok disiksa dan
Hok Pekeriaan direndahkan
Konvensi terbaik bagi
Anak Anak: CMW - -Bukan budak/keria poksa
-penghargaan terhadap Convention on the Kebebasan bergerak
Bejing Rufes pendapa Anak: Protection of the Rights of  -Hak perindungan dari
“kelangsungan hidup dan o majikan yang beriaku
Havana Rules fumbuh kembang Anak: les  sewenang-wenang
(Konvensi Pedindungan Hak  -identitas i
Pekerio Migran)

IK,\IIESLT(l;}\JAAl;‘gT( PRE'S\II}I:SUNGAN Instrumen Perlindungan Khusus

| KELOMPOK RENTAN ____|INSTRUMEN ________| MATERI PERUNDUNGAN _| * Individual Complaint/Prosedure.

Minoritas CERD-ntemational -Larangan ujaran = Konvensi Periindungan dari Penghilangan Paksa
ncia

kebencion
-Pemajuan foleransi

Segala Bentuk Diskriminasi
Rasiol)




INSTRUMEN PERLINDUNGAN
KELOMPOK RENTAN

KELOMPOK RENTAN
Minoritas

Instrumen Perlindungan Khusus

m—_ PERUNDUNGAN
CERD-Infemational -Larangan vjoron
Convention on the bencian
Eimination of Al Forms of
Racial Discrimination
Romvens Pednangan

Bentuk Diskriminasi

+ Individual Complaint/Prosedure

+ Koavensi Perindungan dari Penghilangan Paksa
kel
-Pemajuan folerans

PERTANYAAN

+ SIAPA YANG MENJADI KELOMPOK RENTAN DALAM FILM TERSEBUT?

KENAPA MEREKA RENTAN? KERENTANAN APA YANG DIMILIKI MEREKA?
« INSTRUMEN APA UNTUK

hitps://www.youtube.com/walch?v=S6NQhS!_oj




7. Hubungan Hukum Ham Internasional dan Nasional

PEMBAHASAN

HUBUNGAN HUKUM HAM
INTERNASIONAL DAN e

Konsekuens! dari hubungan hukum ham interasional dan nasional

NASIONAL * Bertu bentuk conoh eterhubungen

+ Pembahasan materi uts
INDAH P, AMARITASARI
+ Simlasi pertanyaan

LANDASAN HUBUNGAN HUKUM HAM KONSEKUENSI DARI HUBUNGAN HUKUM HAM
INTERNASIONAL DAN NASIONAL INTERNASIONAL DAN NASIONAL

+ Hukum di negara tersebut
+ Teori Monoisme * Badan yang ada di negara tersebut
+ Teorl Dualisme * Kewallban yang harus dipenuhi oleh negara tersebut (melaporkan)

BENTUK-BENTUK CONTOH KETERHUBUNGAN PEMBAHASAN MATERI UTS

* Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Exonomi Sosial Budaya
* Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipi dan Politik S Priy o)

Undang:Undang No. 5 tahun 1998 _tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahian

+ Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvens| Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap. * Sejarah Ham
Perempuan
+ Generasi Ham

+ Teori Ham

+ Undang-Undang No. 29 tahun 1999 tertang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrminasi
Rasial

* Kelompok Rentan
* Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Korvens! Hak Anak
* Undang-Undang No. 6 tshun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasionsl tentang Perlindungan HalcHak
seburuh pekerf3 migran dan keluarganya
* Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesshan Konwensi Hak Penyandang Disabiltas

SIMULASI

+ Sllakan masuk ke dalam link kahoot di
+ Mohon menunggu PIN dari dosen untuk dimasukan ke dalam game.




8. HAM dalam Konteks (Perang, Pengungsi, Perdamaian, Pembagunan, Demokrasi, Rule of
Law, Good Governance, dan Partisipasi Publik)

TOPIK

HAM DALAM KONTEKS

+ Perang dan Pengngs

) + Perdamaian
+ Pembaguran
+ Demokrasi, Rule of Low, Good Governance, dan Partisipasi Publik
+ Toknolog

HAM DALAM KONDISI PERANG PERDAMAIAN

= NON DEROGABLE RIGHTS (HAK-HAK NON DEROGABLE)

= GENERASI PERTAMA * PELANGGARAN HAM KONTEKS MASA KINI (MOTIF ETNIS DAN AGAMA)
= KELOMPOK RENTAN + KONSEP PERDAMAIAN KONPREHENSIF

= HUKUM HUMANITER * OPERASI PENJAGA PERDAMAIAN

= HUKUM PENGUNGS! INTERNASIONAL + BABVII PAGAM PBB

= KEJAHATAN PERANG (AGRES! MILITER)

PEMBANGUNAN TEKNOLOGI

. HAK KERJASAMA PEMBANGU

* PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN HAM * KEMAJUANTEKNOLOGI

* INGAT PRINSIP HAM SALING KETERHUBUNGAN + KONTRIBUSI POSITIF TERHADAP HAM
* DEMOKRASL PARTISIPASI POPULAR TATA PEMERINTAHAN BAK * KONTRIBUS! NEGATIF TERHADAP HAM
+ PENGARUS UTAMAAN HAM (DEKLARAS| DAN PROGRAM AKSI WINA)

DEMOKRASI, SUPERMASI HUKUM, TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN PARTISIPASI PUBLIK KASUS UNTUK DISKUSI

+ DEMOKRASI (PENGERTIAN, PARTISIPASI, HAK RAKYAT, TOLERANS! DAN PLURALISME)

+ SUPERMAS! HUKUM (RULE OF LAW) >< RULER'S LAW KASUS UNTUK DISKUS!
+ TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

+ PARTISIPAS| PUBLIK




DEMOKRASI, SUPERMASI HUKUM, TATA KELOLA PEMERINTAH
YANG BAIK DAN PARTISIPASI PUBLIK KASUS UNTUK DISKUSI

+ DEMOKRAS! (PENGERTIAN, PARTISIPASL HAK RAKYAT, TOLERANS! DAN PLURALISME)
* SUPERMASI HUKUM (RULE OF LAW) >< RULER'S LAW

+ TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

* PARTISIPASI PUBLIK

DISKUsI

* Apa kasus yang danglat di dalam video tersebut?

+ Berhubungan dengan konteks apa saja? Mengapa!
+ Bagaimana kasus tersebut dhubungkan dengan teori dan prinsip ham yang sudah dipelajari?




9. Badan dan Mekanisme Ham Internasional

TOPIK

. .

Mekanisme HAM di o
+ Mekanisme HAM di bawah Perjanjian Intemasional HAM

bOWG h P B B * Mekanisme HAM di bawah Piagom PBB

Indah P. Amaritasari

Sistem HAM Internasional Mekanisme HAM PBB

Mekanisme HAM di bawah Perjanjian Internasional Mekanisme HAM di bawah Piagam PBB (Charter
HAM (Treaty Based) Based)
QT

= ===
1 . Pengaduan Antor Negara
Pengaduan Individ
+ Laporan Universal Periodik

Pelaporan Negara + Bab VI PBB
+ Dewan Ham

Prosedur Penyelidkan

* Kantor HAM PBB (OHCHR)
« Prosedur Spesial (Mandat Tematik dan Prosedur 1503)

+ Pengadilan Pidana Inferasional




10. Hukum Ham Regional dan Mekanismenya

Makna mekanisme ham

= Mekanisme ham = proses bagaimana menerapkan hak asasi manusia
= Mekanisme : (1) Penghormatan (2) perlindungan (3) pemenuhan
= Kegiatan meliputi: promosi ham dan remedy (perbaikan)

Badan dan Mekanisme Ham Kawasan
Eropa
L bttng S

i g, Do Ecpa, con OSCE
[ ——

R o ey, e s e P,
Tortargan: e (e )

Badan dan Mekanisme Ham Kawasan
Afrika

Aftican Charter on Human and Peopies’ Rights (1980an)
Komisi

Pengadilan ham Afrika

Hak sipol, ekosob, dan kolektif

Pelaporan negara

Pengaduan individu

Pengaduan Antar negara

Topik

Makna mekanisme

Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Eropa

Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Amerika
Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Afrika

Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Asia Tenggara

Sistem HAM Internasional

Badan dan Mekanisme Ham Kawasan
Amerika (OAS)

Konvensi Ham Amerika (Pakta San Jose) 1970an
Hak sipol dan ekosob

Komisi Ham

Pengadiian Ham Amerika - 1980an

Pengaduan antar individu

Pengaduan antar negara

Negara Anggota: Argentina, Barbados, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica,

Dominica, Dominican Republic, Ecuador, EI Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti,
Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, and

Badan dan Mekanisme
Tenggara

an Asia
nisme Ham Kawasan Asia Teng

Deklarasi HAM ASEAN

Komisi HAM ASEAN (AICHR)

Mekanisme damai

Tidak ada mekanisme pengaduan individu dan antar negara

Monkoring and Evaietion (MAE) framekork of the ACHR Fris Year Wk Pien 20212




10. Hukum Ham Nasional dan Mekanismenya

MEKANISME PENEGAKKAN HAM NASIONAL

KEWAJIBAN NEGARA TERKAIT HAM

= UUD 1945

Pasal 281 ayat 4
(9 P, e penguan, i e ks s 3o g g, e
pemerinah**

(5) Untuk menegakian dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrats, maka
pelaksanaan hak asas manusia dijamin, dacr,dan dituangian dam peraturan perundang-undangan )

MAHKAMAH KONSTITUSI

Sidang lstimewa MPR bulan November 1998, misalnya, menghasikan Ketetapan No. XVIUMPR/1998 tentang Hak

Asasi Manusia dan disusul dengan penerbitan Unding-Undang Nomor 39 Tshun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kecentuan lebih ekstensif tentang hak asasi

Dasor 1945 (ahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen konsttusi dengan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Ketetapan No. XVIU/ MPR/1998.

Pada dasarnya, secara strit wewenang Mahkarmah Konstitusi menguif undang-undang terhadap konsttusi
sehingza dikenal

O Indonesa. din itu disandarian kepada suacu alas

ol (el stnding) bl undang:ncng yan & eah merughan hak cansca wewerang konstosions

pemohon consttutional revew

Putusan Putusan

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

yang dbencuk berdasarian Undang-Undang

Komisi Ind

ik d Indonesia

Baryaknya kasus pekeria anak,anak dalam area konfi.pebiacan anak dalam korfi senpta (chds sokber)sepert yarg.
ceriadi i Aceh, ingginya angka putus sekolah busung apar, pericwinan di bawah umur,offckng.
+ Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah
. kecentuan "
informas, pemantauan, evakasi, dan
pengawatan terhadip penyelengzarain perlindungan inak:
b Membersan laporan,saran, masukan. dan pertimbangan kepads Presiden dilam rangka perkindungan anak

TOPIK

Kewajban Negara Terkait Ham

- m
berlebhankorup

« Mshamah Konstitusi

= Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komeas Ham)

= Komisi Perfindungan Anak Indonesia (KPAJ)

= Komas Perempuan

= Komisi Ombudsman Nasional (KON)

= Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

= Komis Kebenaran dan Rekonsiash

Penpadian Ham

MEKANISME JIKATERJADI PELANGGARAN DAN/ATAU HAM DITEGAKKAN DI
HADAPAN ANCAMAN-ANCAMAN KEKUASAAN YANG BERLEBIHAN/KORUP

mekanisme penyampaian keluhan public (public complaints procedure),

peradian administrasifata-usaha negara,
peradian & bawah Mahiamah Agung (MA),

peradian hak asasi manusa.
Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi (KKR),
pengufan undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945 oleh Mablamah Konstiusi (MK)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)

Komisi NasioalHak Assi Manusi (Komnas HAM).yangpacs vl b bk berdsaran s No.
50 tahun 1993 dan calam diperkiat dengan 39 Tahun 1999 tencang
Hak Asasi Manusia

. lembaga i secara intermasional dipands oleh Prinsip- Prinsip Paris 1991, mengenai Satus dan Fungsi
s Nl s Melndungi dan Memajukan Hak Asasi Manusia (Prinsip Independensi pluralisme,
Tupoksi-a Pemancauan b Penelician/pengiajian ¢ Mediasi d Penddian.
Jika dbanding dengan komisisejenis di negars-negara lain Komnas HAM Indonesis lebih “gemuk”. Seb
perbandingan, India jauh lebih besar dari hanya memiliks § anggota
(komisioner). Begitu pula dengan Fipina, Komnas HAM-nya hanya mempunyol 6 komisioner.

KOMNAS PEREMPUAN

= Komisi Nasional Ant Kekerasan terha JETOMSSRPSSRMRMBSNARNY .. 153, Koras Perempuan sdalsh
sebush institusi hak asasi manusia ya espon isu hak-hak perempuan sebagai hak
asasi manusi, Khususya fsu kekerasan terhadap perempuan.
Komnas Perempuan didirikan pada tahun 1998 berdasarian Koo Presden No 18 ahun (90 seegs
Jawaban pemerincah atas desa)
1998 - pemerkosaan terhadap etnis Tioghos
Keputusan Presiden No. 181 thun 1998 yang diperbaharui dalam Peracuran Presiden (PerPres) No. 65 tahun 2005
S tugas Komnas Perempuan: pemahamar .
éan pancarian () membertsaran Kepad permerincah (Lembaga ekcakuct egative can pudba) ()
mengembangkan kerjasama Lembaga incernasional dan nasions




KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL (KON)
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KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
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LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

U 3172014 Prkndungan Saks dan Korban
Perbndungan dapu dmohnkan
2 Periedungan Fiss
3 Pemaninsa Hak Prosedury
e Meds, Prkclogs dan Prkonorad

3 Tiak P Kk ek

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

* Desakan untuk menyelesaikan pelangzaran berat hak sasi manusia di Indonesia sudsh dimintakan
pertanggungiawabannya senjak pemerintahan B, Habibi, Gus Dur, dan Megawati Desakan tersebut banyak
disjukan kepada Korisi Nasionl Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden
No.S0 Tahun 1993, yang kemudan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

* BN AR RPET R T V/MPR/2000 dan Undang Undang Nomor 26 Tahun

+ Kebenaran diéefenisikan sebagai suatu peristiwa yang dapat diungiapan berkenaan dengan pelangaran hak asasi
manusia yang berat baik mengenal korban, cempat, maupun waktu. Rekonsibasi adalah hasil dar suatu proses
pengungkapan kebenaran, pengalasan, dan pengampuran,

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

PENGADILAN HAM

Kejahatan masa sl dan kekacawaan terhadap proses peradian
Kemunculannya pertama kal di Argentina dan Uganda pach medium 1980-an. KKR telah menads fenomena incernasional

Proses legal yang berhas membawa 1ah ke pengadian, selama dan seclsh pemerintah
e Lekebalin hukum

i e intys Yok ebEuennys s Goma ol pre pervingi negera
nqnu ot e v i Pl s s s

(occountabity).
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UU 2672000 tencang Pengaditan Ham
Pelanggaran Ham Berat Genosids dan Kefahatan Kemanusizan
Kasus d Indonesia:

Sudah dindil > Timor-Timor (Pra dan Psca Jsjak Pendapat)Tanjung Prick: dan Abepura
Bl -> Semangg} | dan Il Kerusuhan Mei 1998, dan Kasus Waisor dan Wamena 2003

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

= Desakan untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusi di Indonesa sudsh dimintakan
pertanggungiawabannya senjak pemerincahan B, Habibi, Gus Dur, dan Megawa. Desakan tersebut banyak
iajukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden
No.S0 Tahun 1993, yang kemudian dtetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manush

* Dasar hukum muneulnya KKR di Indonesia e Tp! v 2Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

= Kebenoron @defenisikan sebagai hak asasi

manusia yang berat baik mengeni korban, tempat, maupun waktu. Rekonsiiosi adalah hasil dari suatu proses
pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan,




12. Tanggung Jawab Kriminal Individu untuk Pelanggaran HAM Serius

TOPIK

Later Belakang Sejarah: Amerika Latin

Yuridiksi Universal
Kekebalan Diplomatik Vs. Tangung Jawab Kriminal
ICTR
Ty
Pengadilan Hybrid

TANGGUNG JAWAB KRIMINAL INDIVIDU icc

UNTUK PELANGGARAN HAM SERIUS = """

LATAR BELAKANG SEJARAH: ARGENTINA YURIDIKSI UNIVERSAL

Kudeta Pinochet terhadap Presiden Allende Prinsip Yuridiksi Universal berdasarken CAT
Penyiksaan sistematis dan Pembunvhan Kasus Hissein Habre di Senegal

Masaloh impunitas Kasus Penangkapan Pinoche

LSM memainkan perananya dikenal dengan nama Plaza de Mayo

Reaks! internasional (Komisi Ham PBB dan Komisi Ham Inter-Amerika)

KEKEBALAN DIPLOMATIK VS. TANGUNG JAWAB

KRIMINAL iy

Kasus Hobere dan Pinoche Pengadilan Pidona untuk Yugoslavia
Putusan House of Lord Inggris Kejohatan Kemanusiaan
Pengadilan independent

Pengadilan Pidana sebelumnya: Pengadilan Militer Nuremberg (1945) dan Tokyo
(1946)

ICTR PENGADILAN HYBRID

Pengadilan Pidana Rwanda Sierra Leon dan Komboja
Genosida Dasar Hukum

Kejahatan berbasis gender







13. Pengadilan HAM di Indonesia dan KKR

DEFINIS| HAM

Indah P. Amaritasari

4 .
pk Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat da
Pengadilan Ham e e ok s
erupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dan KKR diindung oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-
ufdang Nomor 39 Tahun 1 tentang Hak Asasi Manusia).

PELANGGARAN HAM Hak Korb:

+ Pelanggaran HAM dikelompokan dalam 2 bentuk
Y- + Hak atas Keadilan
« Pelanggaran HAM berat UU No.26 th 2000 pasal 7
meliputi kejahatan genosida dan kemanusiaan
+ Pelanggaran HAM ringan + Hak atas Pemulihan (Reparasi)

+ Hak atas Kebenaran

KEJAHATAN GENOSIDA " KEJAHATAN KEMANUSIAAN

+ Yaitu setiap perbuatan sistematis dan luas yang
ditujukan terhadap penduduk sipil berupa
pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
pengusiran penduduk, dan perampasan kebebasan
fisik yang melanggar ketentuan pokok hukum
internasional

+ Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama

Proses pengadilan HAM Kasus yang Diadili pada
Pengadilan Ham

= Untuk diajukan ke pengadilan HAM harus ada
hasil penyelidikan dari Komisi Nasional HAM
berat. Hasil tersebut kemudian diberikan kepada
kejaksaan untuk dilanjutkan peyidikan. Hasil
penyidikan maka memungkinkan adanya
Pengadilan Ham Adhoc (UU 26/2000) atas
persetujuan dari DPR.

Kasus yang Diadili pada Penga

Jika terbukti melakukan pelanggaran HAM berat
sanksi pedananya minimal 5 tahun dan
maksimal pidana mati.

Namun kenyataannya banyak pelakunya yang
bebas.



Latar Belakang KKR
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Lahirnya UU KKR

Pada tanggal 6 Oktober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR.

Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk
fabernaran, keadilan, dan

membentuk budaya menghargal hak asasi manusia sehingga

a.pm o, e e oo patboul K

Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi,

Lahirnya UU KKR

Pada tanggal 6 Okiober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 bmang KKR
Dalam pertimbangannya disebutkan tiga ks

mendatar porunya UL KKK, yat: Pofams, aiwa poanggaran
hak asas| manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum
bertakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang
Porgadin Hk Asesi Meruaia herus ks kombel ik

e e
B

Gt katsege korben Yo o
menday pensasi, rostius, dan/atau rehabiltasi, Ketga,

patkan komg
untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
periu dilakukan langkah-langkah kongkrit dengan membentuk
Kormisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,

Putusan Mahkamah Konstitusi

Kamis, 7 Desember 2006, dalam perkara No.
006/PUU-IV/2006, MK mengabulkan tuntutan para
pemohon.

MK tidak sekedar membatalkan pasal yang
dimohonkan oleh para pemohon, tetapi malah
membatalkan keseluruhan UU KKR, dengan alasan
tujuan dari KKR tidak akan mungkin dicapai dengan
undang-undang ini. Dalam pertimbangan hukumnya
(ratio decidend), MK menyatakan bahwa pasal yang
dibatalkan merupakan pasal jantung dari apa yang
menjadi tujuan UU KKR, sehingga dengan pembatalan
pasal ini, maka KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya,
karenanya UU KKR perlu dibatalkan secara
keseluruha

Latar Belakang KKR

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 47 beserta
penjelasannya menyatakan bahwa pelanggaran
berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum
berlakunya undang-undang ini tidak menutup
kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk
dengan undang-undang.

Catatan Kritis

Catatan kritis atas UU No. 27 Tahun 2004, sedikitnya
ditujukan pada tiga materi penting, yaitu mengenai
amnest, pemberian kompensasi yang digantungkan
pada amnesti, dan sifat substitutif mekar
atas pengadilan. Ketidakjelasan dan ket
sempumaan konsep atas tiga materi tersebut
dikhawatirkan akan berimplikasi pada hilangnya
kerangka hukum bagi narasi korban.

Catatan Kritis

para korban pelanggaran HAM di masa lalu, dan
beberapa elemen masyarakat sipil, termasuk ELSAM,
berinisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian
atas UU No. 27 Tahun 2004, kepada Mahkamah
Konstitusi.

Catatan Kiritis

+ Catatan kritis atas UU No. 27 Tahun 2004, sedikitnya
ditujukan pada tiga materi penting, yaitu mengenai
amnesti, pemberian kompensasi yang digantungkan
pada amnesti, dan sifat substitutif mekanisme KKR
atas pengadilan. Ketidakjelasan dan etidak-
sempurnaan konsep atas tiga materi tersebut
dikhawatirkan akan berimplikasi pada hilangnya
kerangka hukum bagi narasi korban.
para korban pelanggaran HAM di masa lalu, dan
beberapa elemen masyarakat sipil, termasuk ELSAM,
berinisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian
atas UU No. 27 Tahun 2004, kepada Mahkamah
Konstitusi.

Kedepannya soal KKR

Kedepannya soal KKR

« Persoalan Rekonsiliasi dan Amnesti

Definisi Pelaku




14. Praktik Penerapan Hukum HAM pada tingkat Internasional, Regional, dan Nasional

Praktik Penerapan Hukum HAM
pada tingkat Internasional,
Regional, dan Nasional

Kewajiban Negara terhadap
Perjanjian Internasional

» Sebuah negara harus melindungi perempuan dan anak perempuan di
wilayahnya dari kekerasan baik yang dilakukan oleh aktor publik atau
swasta. Negara juga harus mematuhi standar intemasional untuk
melindungi individu dari kekerasan selama masa damai atau selama
konfli dan perang. (Lihat: Making Rights a Redlity: Campaigning to Stop
Violence Against Women, Amnesty Intemational, 8, 2004) Sebuch negara
tidak boleh menggunakan budaya sebagai pembenaran untuk
kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dokumen rujukan Advokat

Kode Admiristratif Nasional atou Lokal
Kebjokan Resmi Kepolsin. Kejoksaan dan Pengadicn
Perjanjan dan Kesepakatan Regional

Sistem hak asasi manusia Eropa

Sistem hak asasi manusia antar-Amerka

Sistem hok asasi manusia Afika

st

men HAM Arab dan lsiom

Perjanjan dan Perjanjian intemasional
Hukum Hak Asasi Manusia Infermasional
Hukum Humariter Infemasional

YYyvvyvvvvovvy

Hukum Pidana Intemasional

Keterhubungan aspek analisa

» Para advokat mungkin juga ingin meninjou undang-undang nasional
tentang kebebasan mengakses informasi yang tersedia melalui jaringan
online pendukung kebebasan informasi. Sumber daya online ini memiliki

halaman negara, yang menyediakan tautan ke bagian yang relevan dari

konstitusi dan undang-undang nasional tentang topik tersebut. (Lihat

Jaringan Online Pendukung Kebebasan Informasi, 2009)

Tugas Advokat

» Selain memahami struktur pemerintahan, advokat harus melakukan
finjauan kepatuhan negara tertentu terhadap hukum infemasional,
regional, dan nasional. Kepatuhan seperti itu, atau kekurangannya, dapat
membentuk landasan yang sangat baik untuk argumen unfuk fujuan
advokasi yang diusulkan. Misalnya, sementara banyak negara telah
menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan (CEDAW), dan mungkin juga telah
menandatangani perjanjian regional yang melarang kekerasan terhadap
perempuan seperti Konvensi Infer-Amerika tentang Pencegahan,
Penghukuman dan Pemberantasan. Kekerasan Terhadap Perempuan
(Belem do Para); mereka mungkin tidak memastikan bahwa prinsip-prinsip
konvensi tersebut diwujudkan dalam undang-undang nasional atau lokal
yang ada atau yang baru,

Dokumen rujukan Advokat

Gokumen huikum ulama beru! sebelum beker) mengubah

g kekorason ferhadop perempuan dan anak G negara mona
Inl JopGT membenkan argumen hUkM Unfuk perbanan yang disukan

Korstitusi Nasional

W Pemiu Nasional

Hukum Imigras dan Sucka Nasiondl

Hukum Nasional fenfang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempucn

Rencana Nasonal unfuk Mengatas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan

KUHP/KUHP Nasional atou Lokal

Hukum Acara Pidana Nasonal atau Lokal

KUHPerdata Nasional atou Lokal

Analisa yang dilakukan Advokat

» Para advokat harus dengan hati-hati menganalisis setiap kategori
instrumen hukum ini dengan mengajukan pertanyaan krifis tentang
perlindungan hak asasi perempuan dan anck perempuan yang diatur
dalam undang-undang yang ada, sejauh mana pemerintah menegakkan
atau menolak hak-hak fersebut. Advokat dapat meninjau sejumiah
pertanyaan penting untuk ditanyakan tentang undang-undang nasional,
hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter dan pidana
intemasional, dan perjanjian hak asasi manusia regional. (Lihat: Membuat
Hak Menjadi e untul ghe Kekerasan

Terhadap Perempuan, Amnesty Intemational, 8-11, 2004)

Perbandingan

» Global Rights, dalam Legislative Advocacy Resource Guide:
Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Bosnia dan Herzegovina,
membahas undang-undang kebebasan akses informasi dan kekuatannya
untuk mendap: akses ke informasi ¢ yang diperiukan
dalam upaya advokasi. Meskipun merekomendasikan bahwa permintaan
pertama harus bersifat informal, melalui kontak yang terjalin di dalam
pemerintah, permintaan berikutnya dapat bergantung pada undang-
undang fersebut. (Linat: Panduan Sumber Daya Advokasi Legisiatif
Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Bosnia dan Herzegovina, Hak
Global, 43, 2005)




Keterhubungan aspek analisa

» Para advokat mungkin juga ingin meninjau undang-undang nasional
tentang kebebasan mengakses informasi yang tersedia melalui jaringan
online pendukung kebebasan informasi. Sumber daya online ini memiik
halaman negara, yang menyediakan tautan ke bagian yang relevan dari
konstitusi dan undang-undang nasional tentang topik tersebut. (Lihat:
Jaringan Online Pendukung Kebebasan Informasi, 2009)
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Perbandingan

» Global Rights, dalom Legislative Advocacy Resource Guide:
Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Bosnia dan Herzegovina,
membahas undang-undang kebebasan akses informasi dan kekuatannya
untuk mendapatkan akses ke informasi pemerintah yang dipertukan
dalam upaya advokasi. Meskipun merekomendasikan bahwa permintaan
pertama harus bersifat informal, melalui kontak yang terjalin di dalam
pemerintah, permintaan berikutnya dapat bergantung pada undang-
undang tersebut. (Lihat: Panduan Sumber Daya Advokasi Legisiatif:
Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Bosnia dan Herzegovina, Hak
Globol, 43, 2005)
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